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PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Batam  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu   pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir  JDuri 04 Juli 1888 umur 30 tahun,, agama

Islam,  pekerjaan   swasta,  pendidikan  SMK,  jenis

kelamin   laki-laki   NIK  2171020407880001,   tempat

tinggal  di   Perum PT.  Persero  Blok  N.No.11  RT.003,

RW.010,  Kelurahan  Tanjung  Sengkuang  Kecamatan

Batu Ampar,  selanjutnya disebut  sebagai  Pemohon; 

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir  Lubuk Basung  06 Desember 1995, umur 23

tahun,  jenis  kelamin  perempuan,  agama  Islam,

pekerjaan ibu  rumah tangga,  pendidikan SD,   tempat

tinggal di Perum PT. Persero Blok N. No. 11, RT. 003,

RW.  010,  Kelurahan  Tanjung  Sengkuang,  Kecamatan

Batu Ampar,  Kota Batam, selanjutnya  tidak diketahui

keberadaannya di  wilayah Negara Republik  Indonesia

(ghaib)  selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari  semua surat  yang berhubungan dengan

perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  dan  saksi-saksi  Pemohon  di

persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2019

yang didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor

XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.   Pemohon  mengemukakan  dalil-dalil  sebagai

berikut:

1. Bahwa pada  tanggal  14  Agustus  2015  ,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Batu  Ampar   Kota  Batam,  Provinsi

Kepulauan Riau   Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor   661/048/Vlll/2015.

tanggal  14 Agustus 2015, 

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon  bertempat tinggal  di

Kota Batam. 

3. Bahwa  dalam perkawinan  tersebut  Pemohon dengan  Termohon  telah

melakukan  hubungan  suami  istri  (ba'da  dukhul)  dan  belum  dikaruniai

anak

4. Bahwa, Setelah  menikah kehidupan  rumah  tangga  antara  Pemohon

dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak  Tahun 2012

keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak

rukun  dan  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

5. Bahwa, yang  menjadi  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Pemohon dengan Termohon adalah;

a. Bahwa,  Termohon sering  merasa kurang atas  pemberian  Pemohon

untuk kebutuhan rumah tangga; 

b. Bahwa, keluarga Termohon selalu ikut campur dengan permasalahan

rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan  Termohon,  dimana  selalu

menyalahkan Pemohon; 

6. Bahwa,  puncaknya  perselisihan  antara  Pemohon  dengan  Termohon

terjadi pada tanggal 27 Desember 2016 pertengkaran yang hebat antara

Pemohon  dengan  Termohon  terkait  beberapa  permasalahan  di  atas,
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Termohon pergi meninggalkan Pemohon mengalah, dan Pemohon tidak

mengetahui   kemana  perginya  Termohion  sehingga  sampai  sekarang,

yang  dibuktikan   dengan  surat  Ghaib  No.  002/1001/Tg.S/SKS/l/2019

tanggal 19 Januari 2019;  

7. Bahwa,  Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon  melalui

sahabat  dan  keluarga  Termohon,  namun  Pemohion  tidak  menemukan

Termohoin hingga sampai sekarang 

8. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak

sanggup lagi  untuk menunggu kehadiran Termohon,  maka jalan keluar

yang  terbaik  bagi  Pemohon  menceraikan  Termohon  dihadapan  sidang

Pengadilan Agama Batam;

9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil  Permohonan Pemohon

dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  Pemohon

mohon  kepada Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Batam  berkenan

memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  menjatuhkan  talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Fitri  Mustika   binti  Mustar) di  depan

sidang Pengadilan Agama Batam;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila  Majelis  Hakim berpendapat  lain   mohon putsan yang seadil-

adilnya;

Bahwa,  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan  dan  diadakan

Pemohon hadir  secara pribadi  di  persidangan,  sedangkan Termohon tidak

hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara

resmi dan patut dengan Relaas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm,
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Termohon  tidak  mengemukakan  alasan  yang  sah  atas  ketidakhadirannya

tersebut; 

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya

tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian,

yang  tujuan  akhirnya  agar  Pemohon  mengurungkan  keinginannya  untuk

bercerai  dan  mencoba  kembali  membina  rumah  tangga  yang  rukun  dan

harmonis dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Register

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor  XXXX/Pdt.G/2019/PA Btm.

tanggal  21 Januari  2019   tersebut  dibacakan, lalu Pemohon menyatakan

tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya  tersebut

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

l.  Bukti Tertulis:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  2171020407880001   tanggal  15

Januari  2016 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Batam  yang  mana  bukti

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  dinazegelen.  Kemudian  surat

bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata

sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda

pada surat bukti tersebut dengan tanda (P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu

Ampar,  Kota  Batam,  Kabupaten  Kepulauan  Riau  Nomor

661/048/Vlll//2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah

dinazegelen. Kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa,  di  samping  bukti-bukti  tertulis  diatas  Pemohon   juga

menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:
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ll. Bukti saksi:

1. ,  tempat  tanggal  lahir  Rantau  Bais  10  Mei  1958  umur  61  tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  wira  swasta,  bertempat

tinggal  di  Perum  PT.  Persero  Blok  N  No  11  RT  003,  RW  010,

Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

saksi adalah ayah kandung Pemohon .

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah

menikah tahun 2015 di Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  menikah

tinggal di Batam dan belum  dikaruniai  anak. 

- Bahwa setahu saksi  keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon  pada  awalnya  berjalan  dengan  baik,  rukun  dan

harmonis,  namun  sejak  lebih  kurangbulan  November  2016

sampai sekarang, rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak

harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus menerus. 

- Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon tersebut terjadi sejak tahun 2015.

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon

dan Termohon karena Termohon tidak merasa cukup dengan

ekonomi selama ini.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung

Pemohon dan Termohon bertengkar.

- Bahwa penyebab lainnya pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon  adalah  karena  kelaurga  Termohon  sering  ikut

campur  dalam  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan

Termohon;.
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- Bahwa saksi  tidak pernah melihat  Pemohon dan Termohon

bertengkar . 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal

sejak  awal  tanggal  27  Desember  2019   sampai  sekarang

sudah berjalan 3 tahun lebih. 

- Bahwa  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah

Termohon 

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi.

- Bahwa saksi  tidak mengetahui  keberadaan Termohon sejak

awal tahun 2016; 

- Bahwa  sepengetahuan  saksi  Pemohon  pernah  mencari

Termohon dengan bertanya kepada kawan Pemohon ternyata

Termohon  tidak  diketahui  lagi  keberadaannya  diwilayah

Republik Indonesia. 

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan

nasihat kepada Pemohon untuk kembali rukun, namun tidak

berhasil  karena  Pemohon  tidak  bersedia  lagi  untuk

meneruskan rumah tangganya dengan Termohon. 

2. ,  tempat  tanggal  lahir  Duri  07  November  1983,  umur  36  tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SMK,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

bertempat tinggal di Perum GPI Cluster Anggrek  Blok D,  No 10 RT

007,  RW  10  Kelurahan  Tiban  Indah,  Kecatan  Sekupang,  Kota

Batam,.  Di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

saksi adalah kakak kandung   Pemohon.

- Bahwa  saksi  tahu  antara  Pemohon  dan  Termohon  adalah

suami istri yang telah menikah tahun 2015 di Kecamatan Batu

Ampar Kota Batam,
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- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  menikah

dan tinggal di Batam dan belum  dikaruniai  anak. 

- Bahwa setahu saksi  keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon  pada  awalnya  berjalan  dengan  baik,  rukun  dan

harmonis,  namun sejak lebih kurang bulan Nopember 2015

sampai sekarang, rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak

harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus menerus.

- Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon yang memuncak  tersebut terjadi sejak tahun 2016.

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon

dan Termohon karena Termohon tidak merasa cukup dengan

ekonomi selama ini.

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

Pemohon dan Termohon bertengkar.

- Bahwa penyebab lainnya pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon  adalah  karena  keluarga  Termohon  ikut  campur

dalam masalah rumah tangga Pemhon dengan Termohon;.

- Bahwa  saksi  melihat  Pemohon  dan  Termohon  bertengkar

kurang lebih 2 kali. 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal

sejak  awal  bulan  Desember  2016  sampai  sekarang  sudah

berjalan 2 tahun lebih. 

- Bahwa  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah

Termohon,

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi.

- Bahwa saksi  tidak mengetahui  keberadaan Termohon sejak

awal tahun 2016;.
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- Bahwa  sepengetahuan  saksi  Pemohon  pernah  mencari

Termohon dengan bertanya kepada kawan Pemohon ternyata

Termohon  tidak  diketahui  lagi  keberadaannya  diwilayah

Republik Indonesia. 

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan

nasihat kepada Pemohon untuk kembali rukun, namun tidak

berhasil  karena  Pemohon  tidak  bersedia  lagi  untuk

meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon.

Bahwa,  tentang  pemeriksaan  lebih  lanjut  semuanya  telah  dicatat

dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini  dan  untuk  mempersingkat  uraian

putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang

tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti   (P1  dan  P2)  yang  telah

memenuhi persyaratan formil  dan materil  sebagaimana dikemukakan pada

bagian di bawah ini, terbukti Pemohon mempunyai  kualitas (legal standing)

mengajukan permohonan cerai  dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (  P1  dan  P2  ) dihubungkan

dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua    dari  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  yang  pada  pokoknya

menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam di  bidang Perkawinan,   yang di  antara

jenisnya  sebagaimana  disebutkan  dalam  penjelasan  pasalnya  adalah

gugatan  perceraian,  maka  Majelis  Hakim berpendapat  Pengadilan  Agama

memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;
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Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  menyampaikan  nasihat  dan

pandangannya  tentang  dampak  negatif  dari  perceraian  tersebut  sebagai

upaya  perdamaian,  yang  tujuan  akhirnya  agar  Pemohon  mengurungkan

keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga

yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun ternyata upaya tersebut

tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan

demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan  kedua   dari  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  jo. Pasal  31  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jis. Pasal 115 Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi  sebagaimana yang diatur

dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  01  Tahun

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan

permohonan  perceraian  ini  adalah  karena  sejak  bulan  November  2015

keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun

dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang disebabkan, a) masalah ekonomi Termohon merasa kurang apa yang

Pemohon berikan kepadanya, dan b). Termohon  sering mengeluh tentang

kehidupannya  ketika  dia  menelpon  orang  Singapura,  kemudian  mengaku

tidak mempunyai suami kepada orang Singapura tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

Termohon   tidak  pula  mengemukakan  alasan  yang  sah  atas

ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi. Apabila

dihubungkan  dengan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  RBg  mengenai  jenis

putusan tanpa hadirnya Termohon , maka perkara ini harus diputus dengan

verstek;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P1 dan P2) serta alat

bukti  saksi  2  (dua)  orang,  yang  mana  Majelis  Hakim  menilainya  sebagai

berikut;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alat  bukti  tertulis  (P1  dan  P2) yang

diajukan  Pemohon,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa alat  bukti  tersebut

merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat

bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat

bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti

tersebut  memuat  keterangan  yang  relevan  dan  berkaitan  dengan  dalil

gugatan Pemohon   sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan

demikian  telah  memenuhi  persyaratan  akta  autentik  sebagaimana

dikemukakan dalam Pasal  285 RBg jo.  Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif  Bea Meterai dan Besarnya Batas

Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya

harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan

Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon

telah  memenuhi  persyaratan  formil  karena  keduanya  telah  hadir  secara

pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum

untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah

sumpahnya.  Di  samping  itu  keterangan  kedua  saksi  Pemohon  juga  telah

memenuhi  persyaratan  materil  karena  keterangan kedua  saksi  tersebut

relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan  Pemohon serta keterangan

saksi  yang satu  bersesuaian dengan keterangan saksi  yang lain.  Dengan
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demikian  telah  memenuhi  persyaratan  saksi  sebagaimana  dikemukakan

dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo Pasal 76 Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  yang  merupakan  perubahan  kedua   dari

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh

karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  tertulis  (P1)  tersebut

diperoleh  fakta  bahwa  bahwa  Pemohon  bertempat  tinggal  di  Batam  dan

beragama Islam dan berdasarkan alat bukti tertulis  (P2) tersebut diperoleh

fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri

sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 20 Mei 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon,

diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

2. Bahwa  Pemohon  dengan  Temohon  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  secara terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan

27 Desember 2016;

3. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon  telah

berpisah  tempat  tinggal   karena  Termohon  telah  pergi  meninggalkan

Pemohon tanpa alasan yang jelas yang sampai sekarang sudah berjalan

selama lebih dari 2 tahun; 

4. Bahwa selama Termohon pergi tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah

pulang kepada Pemohon lagi;

5. Bahwa saksi  dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati  Pemohon

agar  mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetapi  tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan

perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf ( b )dan huruf

(f)  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,
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adalah  salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun

berturut-turut  tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan  yang sah  atau karena

hal  lain di  luar kemampuannya, dan atau  antara suami istri  terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi  dalam  rumah  tangga.  Berdasarkan  dua  pasal  dalam  dua  peraturan

perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang

mesti  ada  untuk  terpenuhinya  alasan  perceraian  sebagaimana  dimaksud

huruf ( b ) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga dan Termohon sudah meninggalkan Pemohon lebih

dari 2 tahun berturut-turut; 

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo.  Pasal 134 Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa

gugatan  perceraian  karena alasan yang dimaksud dalam huruf ( f  )  pada

kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup

jelas  bagi  Majelis  Hakim  mengenai  sebab-sebab  perselisihan  dan

pertengkaran tersebut  dan setelah mendengar pihak keluarga serta  orang-

orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis (P2), fakta

dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan

telah  diperolehnya  fakta  hukum bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  telah

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Termohon  merasa  tidak

pernah cukup dengan apa yang Pemohon berikat terutama masalah ekonomi

rumah tangga, dan keluarga Termohon ikut campaur memperkeruh keadaan

rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta telah pisah tempat tinggal

sejak bulan Desember 2016 yang lalu telah berpisah rumah dan saksi sebagai

orang  dekat  Pemohon  sudah  berupaya  menasihati  Pemohon  agar

mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang

dekat   Pemohon,   yang  pada  pokoknya  menyatakan  telah  menasihati

Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak

berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali. Dengan demikian

maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat

umum,  khususnya  di  masyarakat  muslim  Indonesia,  pertengkaran  antara

suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan

adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak

semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau

memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam

batinnya  berkecamuk  rasa  ketidaksenangan  dan  kebencian.  Berdasarkan

kenyataan tersebut,  pertengkaran suami istri  sangat sulit  dibuktikan secara

utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang,  bahwa dalam Yurisprudensi  Mahkamah Agung  Republik

Indonesia  Nomor  299 K/  AG/2003 tanggal  8  Juni  2005 dinyatakan bahwa

keterangan  dua  orang  saksi  dalam  sengketa  cerai  talak  yang  hanya

menerangkan  suatu  akibat  hukum  (rechts  bevolg)  mempunyai  kekuatan

hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang,  bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat  dalam

yurisprudensi  di  atas,  dihubungkan  dengan  kebiasaan  masyarakat  muslim

Indonesia  yang  merahasiakan  keadaan  riil  rumah  tangganya,  maka

kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Pemohon dengan Termohon telah

berpisah semenjak bulan Desember  2016 yang lalu dan sampai sekarang

tidak pernah berkumpul kembali, maka patut diduga (ghalabat al-zhann) dan

mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  dalil  pembuktian  bahwa  antara

Pemohon  dengan  Termohon  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
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dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada

harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  serta  rumah  tangga

Pemohon  dengan  Termohon  telah  pecah  (broken  marriage),  maka

mempertahankan  kondisi  rumah  tangga  dalam  keadaan  demikian,  dapat

menimbulkan kemudaratan yang lebih besar,   merasakan penderitaan  yang

berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

. المصالح      جلب من أولى المفاسد درء

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa

rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi

karena  tidak  mungkin  terwujud  rumah  tangga  yang  kekal  dan  bahagia

sebagaimana  yang  diharapkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang  sakinah, mawaddah wa

rahmah sebagaimana  diharapkan  Pasal  3  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991

Tentang Kompilasi  Hukum Islam,  sebagaimana maksud firman Allah  SWT

dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi: 

إن               ورحمة مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن أياته ومن

. يتفكرون     لقوم ليات ذلك في

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa

kasih  sayang,  sesungguhnya pada yang demikian  itu  benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan

firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: 

. عليـم       سميع الله فإن الطلق عزموا وإن
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Artinya: “Jika  mereka  (para  suami)  telah  berketetapan  hati  untuk

menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui”;

 Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami

dan istri  sudah tidak ada lagi  dan telah bertukar menjadi perselisihan dan

pertengkaran  yang  berkepanjangan  sehingga  tujuan  hakiki  dari  institusi

perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam

kondisi  seperti  itu  perceraian  adalah  merupakan  jalan  terbaik.  Mudah-

mudahan,  setelah  itu,  keduanya  dapat  memperoleh  ketentraman  dan

kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam

surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

. حكيما           واسعا الله وكان سعته من كل الله يغن يتفرقا وإن

Artinya:  “Dan  jika  suami  istri  bercerai  maka  Allah  akan  memberikan

ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada  masing-masingnya. Dan

Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon,

dihubungkan  dengan  fakta  hukum  yang  diperoleh  di  persidangan,

dihubungkan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  19

huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo.  Pasal  116

huruf  ( b ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Islam  jis.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975

Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan  jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak  jis.  Pasal 149 ayat (1) RBg di

atas,  maka  Majelis  Hakim berpendapat  cukup  alasan  untuk  mengabulkan

permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar

putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah hubungan suami

isteri  dan  sebelumnya  belum  pernah  bercerai,  dengan  demikian  sesuai
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ketentuan  Pasal  118  Kompilasi  Hukum  Islam  talak  yang  dijatuhkan  oleh

Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu Raj’i;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  beberapa  kali  dan  terakhir

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  ini

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam

amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin kepada Pemohon  (Pemohon) untuk menjatuhkan talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Termohon) di  hadapan  sidang

Pengadilan Agama Batam ; 

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah   Rp381.000.  ( tiga  ratus delapan puluh satu  ribu  rupiah); 

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal  27 Mei  2019  Miladiah

bertepatan  dengan  tanggal  22  Ramadhan   1440 Hijriah,  dengan

Drs.M.Taufik, .MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Azizon, S.H.M.H.  dan Hj.Ela

Faiqoh  Fauzi. S.Ag.MH masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota  serta

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  didampingi  para  Hakim  yang  turut

bersidang, dibantu oleh Fadlul L Akyar, .SH sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

 Hakim Anggota,                                   Ketua Majelis,
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Drs. Azizon,  S.H, M.H Drs. M. Taufik, MH

    

            Hakim Anggota 

            Hj.Ela Faiqoh  Fauzi.S.Ag.MH

           

                                                                                       Panitera Pengganti,

  Fadlul Akyar.SH .

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00

2. Biaya Proses : Rp  50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp285.000,00

4. Redaksi : Rp  10.000,00

5. Meterai : Rp        6.000,00  

     Jumlah : Rp381.000,00
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